RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016 - 2021

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERUBAHAN RENSTRA

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu
didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi
organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis
yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang
dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian
tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis
yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menvebutkan hahwa
Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima)
tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang
harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud
setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai
tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
(Disbudpar) Kabupaten Malinau sebagai salah satu OPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan Renstra

Disbudpar Kabupaten Malinau Tahun 2016 — 2021. Selanjutnya Renstra
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Disbudpar yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun
Renja Disbudpar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan
penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM
Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Malinau tahun 2016 — 2021 didasarkan pada :

(1) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

(2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421).

(5) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
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(6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

(7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

(8) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

(9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

(10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

(11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

(12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Re[ublik Indonesia Nomor
4833);

(13) Peraturan Pemrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5887);

(14) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 205 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
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(15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagiman telah diubah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

(16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD.

(17) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);

(18) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun
2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);

(19) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Malinau Tahun 2005-2025;

(20) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);

(21) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah
Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);

(22) Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).
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(23) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Malinau Tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau tahun 2016- 2021 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah yang menjabarkan Perubahan RPIJMD Kabupaten Malinau
tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan
kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang susunan
organisasi dan perangkat daerah Kabupaten Malinau dikuatkan dengan
keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau. Tujuan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau tahun 2016-2021 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam
penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penguatan peran para
stakeholders dalam pelaksanaan Pembangunan Pariwisata, serta sebagai
dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima
tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra Perubahan juga didasarkan pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Tentang tata cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Malinau dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh
anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rapat koordinasi. Keterlibatan
beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan

masukan-masukan dalam penyusun Renstra.

RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2016-2021 Page 5



Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 sebagai berikut :

BAB|1 PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan
tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB I GAMBAR PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas
pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan
berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan
RTRW dan Penentuan Isu isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau
tahun 2016-2021.

BABV STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas
OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai
indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang
ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode tahun 2016-
2021.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima
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tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada Bab ini dijelaskan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP
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